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Mengingat :

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatgn
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita




Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.

BAB II
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp130.505.127.359,71
Daerah

b. Pendapatan Transfer Rp928.215.278.041,00

c. Lain-lain Rp26.657.242.828,00
Pendapatan Daerah
Yang Sah

Jumlah Pendapatan Rpl1.085.377.648.228,71

2. Belanja
a. Belanja Operasi
1). Belanja Pegawai Rp356.909.206.146,00
2). Belanja Barang Rp362.967.883.665,19
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dan Jasa

3). Belanja Subsidi

4). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan
Sosial

b. Belanja Modal

1). Tanah

2). Peralatan dan
Mesin

3). Gedung dan
Bangunan

4). Jalan, Irigasi
dan Jaringan

5). Aset Tetap
Lainnya

6). Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

d. Belanja Transfer

1). Belanja Bantuan

Keuangan antar

Daerah

Kabupaten/Kota

2). Belanja Bantuan
Keuangan
Kabupaten/Kota
ke Daerah
Provinsi

3). Belanja Bantuan
Keuangan
Daerah Provinsi
atau
Kabupaten/Kota
Kepada Desa

Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp0,00
Rp16.122.460.000,00
Rp5.000.625.000,00
Jumlah Belanja Operasi

Rp912.371.000,00
Rp32.249.659.337,00

Rp35.624.820.668,47,00
Rp94.916.079.688,36
Rp74.714.800,00

Rp0,00
Jumlah Belanja Modal

Rp0,00

Rp0,00

Rp181.531.462.000,00

Jumlah Belanja Transfer
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp141.217.755.814,85
Rp0,00

Jumlah Pembiayaan
Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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Rp741.000.174.811,19

Rpl163.777.645.493,83

Rp8.386.635.090,00

Rp181.531.462.000,00
Rp1.094.695.917.395,02
(Rp9.318.269.166,31)

Rp141.217.755.814,85

Rp131.899.486.648,54
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Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
_pada tanggal 30 Agustus 2022
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H. SUTIKNO

BERITA DAERAH ABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 74




